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ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA YANG RINGAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
 (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 758 K/Pid.Sus/2020)

Laxsemikan Tarigan
 (235114121)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, juga terhadap pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasaran pada undang-undang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, tetapi sangat tinggi sanksi pidananya terhadap pengedar dan prekursor narkotika. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika  dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika merupakan kebijakan penal dalam undang-undang itu antara lain kebijakan kriminalisasi, kualifikasi tindak pidana, perumusan sanksi pidana, ancaman pidana minimal percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat, pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi terhadap pengguna narkotika jenis shabu-shabu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020 adalah telah sesuai dengan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan penulis setuju dengan putusan hakim sebab perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena peredaran narkotika di Kabupaten Labuhanbatu semakin meningkat.
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ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN IMPOSING LIGHT
CRIMINAL SANCTIONS TO DRUG USERS
(Study of Supreme Court Decision Number 758 K/Pid.Sus/2020)

LAXSEMIKAN TARIGAN
(235114121)

Law enforcement against narcotics crimes has been widely carried out by law enforcers,
and many perpetrators have also been sentenced by court decisions and served their
sentences in correctional istitutions. This type of research is normative juridical, namely
research based on laws. Data analysis is carried out qualitatively, namely a form of
analysis that does not rely on numbers but on sentences. The conclusion in this paper is
carried out using deductive-inductive thinking logic, namely using the theory used as a
starting point for conducting research. The results of the study indicate that the criminal
law regulation for drug users based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics
prioritizes rehabilitation for drug users, but the criminal sanctions for drug dealers and
precursors are very high. The spirit and purpose of Law Number 35 of 2009 concerning
Narcotics is to prevent and eradicate the illicit trafficking of narcotics in Indonesia. The
policy of formulating criminal sanctions for perpetrators of narcotics crimes in Law
Number 35 of 2009 concerning Narcotics is a penal policy in the law, including
criminalization policies, qualifications of criminal acts, formulation of criminal sanctions,
minimum criminal threats of attempted, assistance and conspiracy, corporate criminal
liability. The judge’s legal considerations in imposing sanctions on users of crystal
methamphetamine in the Supreme Court's decision Number 758 K/Pid.Sus/2020 are in
accordance with the subsidiary charges from the Public Prosecutor and have fulfilled the
eleny e 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics and.

Athe judge’s decision because the defendant's actions are disturbing the
the circulation of narcotics in Labuhanbatu Regency is increasing.
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